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PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Bupati Menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten dan menyampaikan  kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Target kinerja yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2016. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik (Good Governence) di Kabupaten Sragen.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berdasarkan urusan yang dimiliki merupakan Daerah Otonomi yang seluas-luasnya. Kabupaten sebagai Daerah Otonomi yang luas menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan.
Berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :  pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sragen dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu seorang Wakil Bupati. Asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang tediri atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas.

Adapun kedudukan, tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan Bupati 
a. Selaku Kepala Daerah atau sebagai kepala eksekutif, Bupati adalah penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sragen;
b. Selaku Kepala Daerah, Bupati Sragen memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
c. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Bupati Sragen bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sragen;
d. Bupati Sragen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bupati;
e. Kepala Daerah/ Bupati Sragen wajib melaporkan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

2. Tugas dan wewenang Bupati 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bupati 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Sragen;
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sragen;
d. Melaksanakan kehidupan demokratis;
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah Kabupaten Sragen;
k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
a. Wakil Bupati

Wakil Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya.
Tugas 

1). Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

2). Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

3). Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa;

4). Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;

5). Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;

6). Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

b. Staf Ahli

Staf Ahli Bupati merupakan pembantu Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Tugas 

1). Membantu Bupati dalam melaksanakan pengkajian, penyampaian hasil pemikiran, serta saran pada bidang tertentu berdasarkan keahliannya, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan;   

2). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli mempunyai fungsi:

1). Pengkajian analisis permasalahan sesuai bidang tugasnya;

2). Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait melalui Sekretaris Daerah.

c. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas 
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1). Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; 

2). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

4). Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;

5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas 
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3). Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

e. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

1). Perencanaan program pengawasan;

2). Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3). Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

f. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas 
Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Daerah mempunyai fungsi:

1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

g. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala / Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas 
Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:

1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. FUNGSI STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
1.  Lingkungan Stratejik

Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu Kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7o 15’ sampai 7o 30’ Lintang Selatan dan antara 110o 45’ sampai 111o 10’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 941,55 Km2 atau 94.155 Ha. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 47 Km (Kec. Kalijambe – Kec. Sambirejo) dan dari utara ke selatan adalah 38 Km (Kec. Sukodono – Kec. Kedawung)  dengan batas wilayah sebagai berikut :

· Sebelah Utara
:
berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.

· Sebelah Timur
:
berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

· Sebelah Selatan
:
berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

· Sebelah Barat
:
berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

Gambar 1.1
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Secara administratif Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, 196 Desa, 2.492 Dukuh, 123 Rukun Warga (terdapat hanya pada kelurahan) dan 5.365 Rukun Tangga.

Wilayah Kabupaten Sragen, seluas 941,55 km2 atau 94.155 Ha yang terdiri dari :

•   Tanah Sawah

:    40.127,45 Ha (43%)

•   Tanah Bukan Sawah 
:   54.027,55 Ha (57%)

2.  Kondisi Makro

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran struktur ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin besar nilainya memiliki arti bahwa kategori tersebut semakin berperan didalam pembentukan perekonomian di wilayah tersebut  dan sebaliknya. Dari perjalanan waktu karena perubahan dan perkembangan ekonomi,  distribusi/penyebaran PDRB ke dalam berbagai kategori akan selalu mengalami pergesaran.

Berdasarkan penghitungan PDRB dengan tahun dasar baru, struktur PDRB Kabupaten Sragen pada tahun 2010-2015 mengalami perubahan dominasi peranan kategorial dalam perekonomian. Perubahan dominasi tersebut bisa disebabkan oleh perubahan konsep dan definisi, perubahan metodologi, dan perubahan klasifikasi sebagai konsekuensi implementasi System of National Accounts (SNA) 2008 dan Supply and Use Tabel (SUT) 2010.

Kontribusi terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 34,48 persen, kemudian diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 19,11 persen serta kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,17 persen. Sedangkan peranan kategori lainnya di bawah 10 persen. Kontribusi ketiga kategori tersebut mencapai 70,77 persen dari total PDRB. Hal ini menunjukkan kategori tersebut masih merupakan kategori unggulan yang memegang peranan penting di dalam perekonomian Kabupaten Sragen.

Selama tahun 2010-2015, konstribusi kategori industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan, sedangkan kategori Perdagangan dan Pertanian cenderung mengalami penurunan. Kontribusi kategori industri pengolahan pada tahun 2010 sebesar 28,40 persen, meningkat menjadi 30,20 persen pada tahun 2011. Konstribusinya terus meningkat sehingga pada tahun 2015 mencapai 34,48 persen. Besarnya konstribusi kategori industri pengolahan menunjukkan semakin kuatnya fundamental ekonomi Kabupaten Sragen.

Tabel 1.1   Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010─2015
	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	20,27
	19,87
	20,06
	20,20
	17,50
	17,17

	B
	Pertambangan dan Penggalian
	2,56
	2,48
	2,43
	2,42
	2,72
	2,96

	C
	Industri Pengolahan
	28,40
	30,20
	30,92
	31,20
	33,54
	34,48

	D
	Pengadaan Listrik dan Gas
	0,16
	0,16
	0,15
	0,15
	0,14
	0,12

	E
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	0,10
	0,08
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06

	F
	Konstruksi
	7,19
	6,64
	6,72
	6,74
	6,83
	6,77

	G
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	22,11
	21,91
	20,54
	20,14
	19,66
	19,11

	H
	Transportasi dan Pergudangan
	2,60
	2,41
	2,40
	2,41
	2,55
	2,47

	I
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	3,09
	2,93
	2,85
	2,74
	2,83
	2,85

	J
	Informasi dan Komunikasi
	1,24
	1,19
	1,16
	1,11
	1,12
	1,10

	K
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	2,82
	2,70
	2,79
	2,73
	2,74
	2,74

	L
	Real Estat
	0,94
	0,88
	0,87
	0,87
	0,89
	0,89

	M,N
	Jasa Perusahaan
	0,37
	0,37
	0,37
	0,38
	0,38
	0,39

	O
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	2,77
	2,51
	2,52
	2,44
	2,36
	2,30

	P
	Jasa Pendidikan
	2,94
	3,36
	3,88
	4,09
	4,30
	4,24

	Q
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	0,68
	0,69
	0,74
	0,74
	0,75
	0,75

	R,S,T,U
	Jasa lainnya
	1,76
	1,62
	1,53
	1,58
	1,63
	1,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Produk Domestik Regional Bruto
	100.00 
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Angka sementara

	** Angka sangat sementara



Sementara itu, Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sragen mengalami penurunan dari 20,27 persen pada tahun 2010 menjadi 19,87 persen pada tahun 2011, walaupun sempat meningkat pada tahun 2012 dan 2013 yang mencapai 20 persen. Kemudian menurun kembali menjadi 17,17 persen pada tahun 2015. Demikian juga dengan konstribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor juga mengalami penurunan selama tahun 2010-2015 dengan kontribusi berturut-turut sebesar 22,11 persen, 21,91 persen, 20,54 persen, 20,14 persen, 19,65 persen dan 19,11 persen.

Grafik 1.1.  PDRB Atas Dasar Harga Belaku dan Konstan

Kabupaten Sragen Tahun 2010 – 2015 (Trilyun Rupiah)
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2.1  Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain (Wikipedia Indonesia):

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya terutama dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Wikipedia Indonesia).Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan jumlah penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Sedangkan Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. 

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen selama beberapa kurun waktu terakhir dapat dipertahankan pada angka positif. Laju pertumbuhan perekonomian yang positif ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat perekonomian baik dunia usaha maupun pemerintah daerah yang dapat memanfaatkan peluang serta menentukan kebijakan dengan tepat. Tetapi ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi terkait dengan pertumbuhan ekonomi terlepas dari berapa besar nilai pertumbuhannya, yaitu ada pertumbuhan ekonomi yang baik, yaitu  pertumbuhan ekonomi pada kategori-kategori atau kegiatan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti kategori pertanian, kategori industri ataupun kategori ekonomi lainnya, sehingga akan memiliki pengaruh ganda terutama didalam penyerapan tenaga kerja. Dan pertumbuhan ekonomi yang kurang baik adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu terjadi pada kategori-kategori kurang bisa menyerap tenaga kerja.
Berdasarkan penghitungan menggunakan data tahun dasar 2010 dan implementasi SNA2008, PDRB Kabupaten Sragen pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,05 persen (ADHK), dari Rp. 20,17 trilyun pada tahun 2014kemudian naik menjadi Rp. 21,39 trilyun di tahun2015, laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang tercatat sebesar5,58 persendan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 5,44 persen.
Tabel 1.3.  Produk Domestik Regional Bruto 

KabupatenSragenTahun 2010 – 2015
	Tahun
	PDRB Atas  Dasar Harga Berlaku
	PDRB Atas  Dasar Harga konstan

	
	Nilai 

(juta Rp)
	Pertumbuhan (%)
	Nilai 

(juta Rp)
	Pertumbuhan (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	2010
	 15.832.557,66 
	-
	 15.832.557,66 
	-

	2011
	 18.103.684,11 
	14,34
	 16.870.231,27 
	 6,55 

	2012
	 19.887.564,98 
	9,85
	 17.902.104,86 
	 6,12 

	2013
	 21.870.800,98 
	9,97
	 19.102.181,74 
	 6,70 

	2014
	 24.513.521,85 
	12,08
	 20.169.026,79 
	 5,58 

	2015
	 27.255.449,11 
	11,19
	 21.388.358,19 
	 6,05 


Tingginya angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 salah satunya disebabkan oleh andil pertumbuhan yang sangat baik dari sektor-sektor utama di Kabupaten Sragen, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 


Khusus berbicara mengenai Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, meskipun kontribusi sektor ini terhadap pereknomian Kabupaten Sragen mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel lampiran 1.1, namun andil dari sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten sragen masih cukup signifikan. Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa ketika Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 7,60 persen pada tahun 2014, hal ini langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen secara keseluruhan. Pertumbuhan negatif dari sektor ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2014 tercatat hanya sebesar 5,58 persen atau melambat sekitar 1,12 persen dibandingkan tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2015, ketika laju pertumbuhan sektor ini kembali ke tren positif, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen meningkat kembali ke angka 6,05 persen atau mengalami kenaikan sekitar 0,47 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014.
Grafik 1.3.  Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten SragenTahun 2010 – 2015 (Trilyun Rupiah)
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Pada tahun 2015 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,56 persen. Sementara Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) yaitu sebesar -3,78 persen.

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,51 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 8,05 persen, Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 7,58 Persen, Real Estat mengalami pertumbuhan sebesar 7,19 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 6,76 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar  6,71 persen, Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 6,27 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,08 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 5,94 persen, Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan sebesar 4,58 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 4,21 persen, Jasa lainnya tumbuh sebesar 4,08 persen, diikuti lapangan usaha yang lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 4 persen.
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 

Menurut Kategori (persen), 2011─2015

	Lapangan Usaha
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	4,58
	3,61
	4,20
	-7,60
	3,67

	B
	Pertambangan dan Penggalian
	4,38
	6,80
	7,06
	6,99
	6,27

	C
	Industri Pengolahan
	7,93
	10,44
	9,85
	11,58
	8,05

	D
	Pengadaan Listrik dan Gas
	8,80
	9,85
	10,85
	2,25
	-3,78

	E
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	-1,20
	-2,58
	-0,15
	4,44
	1,76

	F
	Konstruksi
	1,25
	6,83
	6,56
	5,12
	5,94

	G
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	8,61
	1,52
	5,08
	5,74
	4,58

	H
	Transportasi dan Pergudangan
	5,97
	8,51
	9,55
	10,44
	4,87

	I
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	4,78
	5,89
	2,36
	8,25
	6,76

	J
	Informasi dan Komunikasi
	9,01
	10,34
	8,12
	18,12
	10,56

	K
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	3,60
	3,72
	3,72
	7,08
	6,71

	L
	Real Estat
	5,87
	6,69
	9,09
	7,83
	7,19

	M,N
	Jasa Perusahaan
	8,82
	6,70
	8,98
	8,98
	8,51

	O
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	1,60
	0,10
	2,43
	0,84
	4,21

	P
	Jasa Pendidikan
	17,59
	17,62
	7,63
	11,18
	7,58

	Q
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	7,92
	7,90
	6,29
	10,16
	6,08

	R,S,T,U
	Jasa lainnya
	2,00
	3,13
	10,01
	8,57
	4,08

	
	 
	
	
	
	
	
	

	Produk Domestik Regional Bruto
	6,55
	6,12
	6,70
	5,58
	6,05

	* Angka sementara
	
	
	
	
	
	

	** Angka sangat sementara
	
	
	
	
	
	


Pergerakan Industri pengolahan secara tidak langsung ikut mendorong laju pertumbuhan di kategori Transportasi dan pergudangan dan kategori Jasa Perusahaan serta kategori penyediaan Akomodasi dan makan minum. Hal ini terjadi karena ketika permintaan barang dan jasa meningkat berakibat pada meningkatnya permintaan terhadap kegiatan angkutan. Peningkatan kegiatan industri pengolahan juga tidak lepas dari peran modal. Modal tersebut salah satunya disumbangkan oleh kegiatan perbankan, baik perbankan swasta maupun nasional. Ketika kategori Perdagangan bergerak naik, maka kategori-kategori tersebut diatas terdorong untuk ikut tumbuh secara signifikan.
Sedangkan untuk PDRB menurut harga berlaku, pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp.27,25 trilyun yang memperlihatkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp.24,51trilyun, sehingga  terjadi kenaikan sekitar 11,18 persen atau secara agregat naik sebesar Rp.2,7 trilyun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2015 lebih lambat daripada laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2014 yang tercatat sebesar 12,08 persen.Laju pertumbuhan PDRB adlh berlaku tahun 2015, disamping disebabkan oleh tumbuhnya produktifitas kategori-kategori ekonomi, juga didorong oleh kenaikan harga barang dan jasa, hal ini bisa terlihat dari besaran inflasi PDRB yang tercatat sebesar 4,85 persen. Nilai Inflasi PDRB pada tahun 2015 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi PDRB tahun 2014 yang tercatat sebesar 6,15 persen.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa pertumbuhan PDRB adh berlaku merupakan pertumbuhan semu, hal ini terjadi karena faktor inflasi belum dikeluarkan dari angka-angka tersebut. Walaupun tidak selamanya terjadi, tetapi seringkali inflasi yang tinggi berimbas pada pertumbuhan PDRB adh berlaku yang tinggi.

2.2  PDRB PERKAPITA

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro, sehingga tidak hanya keberhasilan pembangunan dari sisi aspek pertumbuhan perekonomian  suatu wilayah saja akan tetapi lebih jauh dapat dilihat juga tingkat besarnya PDRB/pendapatan perkapita khususnya PDRB perkapita menurut harga berlaku.

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per jiwa atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Sragen mencapai 31,01 Juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 10,75 persen. Pertumbuhan PDRB Per kapita tahun 2014 sebesar 11,62 persen, pada tahun 2013 tercatat sebesar 9,48 persen, tahun 2012 sebesar 9,33 persen dan pertumbuhan tahun 2011 mencapai 13,79 persen.

Gambar 1.3  PDRB Per Kapita Kabupaten Sragen (Juta Rp), 2010─2015
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Seperti sudah diketahui bersama bahwa PDRB merupakan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi pada satu wilayah tanpa memperhatikan status kepemilikan faktor produksi apakah dimiliki oleh warga setempat atau warga daerah lain. Dengan demikian kita harus cermat jika memperhatikan khususnya PDRB perkapita.

Jika memperhatikan tabel dan gambar perkembangan PDRB perkapita tersebut di atas  dapat diketahui bahwa keadaannya selalu naik namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang senyatanya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Sragen tidak hanya dimiliki oleh warga Sragen akan tetapi sebagian dimiliki oleh penduduk luar Kabupaten Sragen, sehingga PDRB perkapita belum sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat Sragen, untuk itu perlu kajian khusus oleh pemerintah Kabupaten Sragen untuk meneliti sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat Sragen  sesungguhnya. 

Demikian pula, tujuan pembangunan ekonomi salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran warganya. Namun demikian, pada kenyataannya jarang dapat berjalan bersama. Banyak faktor yang mempengaruhinya misalnya kepemilikan modal yang terpusat pada perseorangan/kelompok/wilayah tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan nilai tambah bruto yang besar itu semuanya belum tentu dinikmati oleh penduduk region atau wilayah setempat.

Hal ini dikarenakan secara konseptual bahwa Nilai Tambah Bruto yang terjadi pada suatu wilayah tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut. Sedangkan komponen NTB (Nilai Tambah Bruto) adalah :

1. Pendapatan faktor yaitu : 

· Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai/karyawan.

· Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.

· Bunga sebagai balas jasa modal.

· Keuntungan sebagai balas jasa modal.

2. Penyusutan barang modal tetap.

3. Pajak tak langsung netto. 

Dari ketiga komponen tersebut, tidak semua diterima oleh penduduk region/wilayah ini. Jadi bisa terjadi pertumbuhan PDRB tinggi, tetapi tidak semua perkapitanya diterima oleh penduduk setempat. Jika menghendaki pendapatan murni dari penduduk Kabupaten Sragen, maka perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. PDRB ditambah pendapatan yang diterima dari luar daerah/luar negeri.

2. PDRB dikurangi dengan pendapatan yang dibawa/dibayarkan keluar daerah/luar  negeri

Dari kedua hal tersebut di atas jika kita gabungkan dihasilkan Produk Regional Netto yaitu pendapatan murni penduduk Kabupaten Sragen. Untuk memperoleh Produk Regional Netto tersebut, tim penyusun masih memerlukan pengkajian yang mendalam dan pendataan yang lebih tajam lagi.
2.3.   PERKEMBANGAN PDRB  MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB Kabupaten Sragen menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 sektor lapangan usaha/sektor dan sebagian besar sektor dirinci lagi menjadi subsektor. Pemecahan menjadi subsektor ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.
2.3.1 PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup subkategoriusaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, subkategoriusaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan sub kategoriusaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2015 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 17,17 persen.  Sub kategori Tanaman Pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategoriPertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu tercatat sebesar 50,07 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Pada tahun 2015 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikananmengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen. 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 pada kategori ini terbesar adalah pada lapangan usaha Tanaman Pangan yaitu sebesar 5,12 persen yang diikuti oleh lapangan usaha Perikanan sebesar 4,67 persen, lapangan usaha Peternakan sebesar 4,36 persen, Perkebunan Tahunan sebesar 2,65 persen, lapangan usaha Jasa Pertanian dan Perburuan sebesar 2,05 persen dan lapangan usaha Tanaman Hortikultura Semusim tercatat tumbuh sebesar1,82 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) adalah lapangan usaha Tanaman Hortikultura Tahunan dan lainnya yang mengalami kontraksi 0,71 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Perkebunan Semusim mengalami kontraksi sebesar 0,81 persen dan lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu yang mengalami kontraksi terbesar yaitu 6,79 persen.

	Tabel  1.4   Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2010-2015

	

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	1
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
	91,77
	91,56
	91,72
	91,61
	90,16
	90,02

	
	
	a. Tanaman Pangan
	56,01
	54,85
	58,32
	57,08
	49,46
	50,07

	
	
	b. Tanaman Hortikultura Semusim
	0,60
	0,63
	0,59
	0,58
	0,69
	0,66

	
	
	c. Tanaman Perkebunan Semusim
	4,01
	4,57
	4,68
	4,57
	5,28
	5,09

	
	
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya
	12,88
	13,76
	10,22
	11,06
	13,41
	13,10

	
	
	e. Perkebunan Tahunan
	1,87
	1,83
	1,63
	1,47
	1,76
	1,70

	
	
	f. Peternakan 
	14,65
	14,09
	14,26
	14,80
	17,42
	17,37

	
	
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan  
	1,75
	1,82
	2,02
	2,06
	2,14
	2,03

	
	2
	Kehutanan dan Penebangan Kayu
	1,20
	1,25
	1,06
	0,97
	1,04
	1,02

	
	3
	Perikanan
	7,03
	7,20
	7,22
	7,42
	8,80
	8,96

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Gambar 1.4  

Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan (Persen), 2011-2015
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3.1.1.  Sub Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian


Sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan.

3.1.1.1 Pertanian Tanaman Pangan

Sub kategori ini terdiri atas semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija dan tanaman serelia lainnya. Tanaman palawija terdiri atas jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll. Sedangkan tanaman serelia lainnya dapat berupa sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll.

Nilai Tambah Bruto sub kategori tanaman panganatas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp 2,34 trilyun dan memberikan andil terhadap total PDRB sebesar 8,60 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 10,44 persen.Sedangkan berdasarkan harga konstan andil subkategori tanaman pangan adalah sebesar 8,26 persen dengan laju pertumbuhan 8,60 persen.Sehingga dapat dikatakan bahwa dominasi sub kategori tanaman pangan terhadap PDRBcukup besar, untuk itu perlu ditingkatkan terus produktivitasnyasehingga sub kategori tanaman pangan agar dapat memberikan andil yang lebih besar dalam pembentukan angka PDRB Kabupaten.  Pertumbuhan PDRB yang sangat baik pada sub kategori tanaman pangan disebabkan oleh faktor kecukupan air irigasi dan organisme pengganggu tanaman masih dalam ambang ringan dan cukup terkendali dengan penanaman varietas unggul. Sinar matahari yang cukup sehingga dalam proses asimilasi dan pemasakan tanaman pangan lebih bagus. Disamping itu adanya bantuan benih yang melekat pada jaringan irigasi dan bantuan pupuk turut menunjang kenaikan produktivitas tanaman pangan. Selain itu faktor pendukung besarnya andil sub kategoritanaman pangantahun 2015 antara lain :

1. Lahan sawah



:    39.835,00   Ha.

2. Lahan pertanian bukan sawah
:    28.918,00   Ha.


LAHAN PERTANIAN



:   68.753,00   Ha.

Selain luas lahan juga didukung pula oleh luas panen maupun produksi untuk padi dan palawija seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.5.    Luas Panen (Ha), Produksi (Ton) Padi dan Palawija Kabupaten Sragen Tahun 2013-2015

	Komoditi
	2013
	2014
	2015

	
	Luas Panen
	Produksi (ton)
	Luas Panen
	Produksi (ton)
	Luas Panen
	Produksi (ton)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. PADI

2. JAGUNG

3. UBI KAYU

4. KC. HIJAU

5. KC. TANAH

6. KEDELAI
	100.044

16.694

2.836

695

8.164

2.477
	601.040

110.688

83.332

872

27.245

3.027
	100.061

15.323

2.491

505

6.419

3.181
	585.503

97.012

44.738

645

9.778

5.640
	97.444

19.380

1.880

294

7.001

2.034
	628.743

130.320

48.863

376

10.705

3.598



 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, 2015.

3.1.1.2.  Sub Kategori Tanaman Hortikultura

Sub kategori hortikultura ini terbagi menjadi tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Seperti juga dengan tahun-tahun sebelumnya, sub kategori tanaman hortikultura di Kabupaten Sragen tahun 2015 memberikan andil yang tidak terlalu besar terhadap total PDRB, yakni 2,47 persen atas dasar harga berlaku atau senilai Rp 644 milyar dan 1,96 persen atas dasar harga konstan atau senilai Rp 419 milyar,dengan pertumbuhan 11,56 persen atas dasar harga berlaku dan 1,11 persen atas dasar harga konstan. Sub kategori hortikulturameliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.Produksi tanaman hortikultura sangat dipengaruhi oleh cuaca/iklim sehingga sangat fluktuatif. Harga hortikultura juga sangat fluktuatif tergantung pada ketersediaan dan besarnya permintaan barang.

Komoditas hortikultura yang dominan di Kabupaten Sragen meliputi Cabe, Pisang, Mangga, Melon, Jeruk Gulung dan Pepaya. Produksi cabe pada tahun 2015 mencapai 22,3 ribu kw yang ditanam di hampir seluruh kecamatan, dengan produksi cabe terbesar berada di Kecamatan Kedawung. Tanaman buah mangga, rambutan, pisang, pepaya merupakan tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan masyarakat secara tradisional atau rumahan. Sehingga potensinya yang cukup besar tidak dikelola maksimal. Faktor jatuhnya harga pada saat panen raya pada komoditas tersebut merupakan salah satu alasan rendahnya petani untuk mengelola tanaman komoditas tersebut secara profesional.

Tabel : 1.6. Produksi (kw) Hortikultura Dominan

di Kabupaten Sragen Tahun  2013-2015

	Komoditi
	2013
	2014
	2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Kacang panjang
	2.208
	3.184
	3.540

	2. Cabe
	18.361
	22.694
	22.305

	3. Tomat
	245
	1.589
	1.001

	4. Terong
	1.039
	2.874
	2.024

	5. Semangka
	29.668
	15.291
	7.380

	6. Pisang
	466.577
	70.633
	42.594

	7.Mangga
	246.660
	120.191
	77.788

	8. Rambutan
	111.323
	9.941
	8.674

	9. Melon
	12.500
	13.988
	17.037

	10. Jeruk Gulung
	22.286
	21.399
	34.606

	11. Jambu Biji
	14.491
	5.212
	6.004

	12. Sawo
	221.387
	6.873
	4.269

	13. Pepaya
	14.504
	26.244
	12.872

	14. Blimbing
	5.260
	2.083
	3.255


 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, 2015.

3.1.1.3.  Sub Kategori Tanaman Perkebunan

Sama seperti sub kategori hortikultura, sub kategori perkebunan juga terbagi atas perkebunan semusim dan perkebunan tahunan. Sub kategori tanaman perkebunan di Kabupaten Sragen tahun 2015 memberikan andil yang tidak terlalu besar terhadap PDRB Kabupaten Sragen, yakni 1,17 persen atas dasar harga berlaku atau senilai Rp 317 milyar dan 1,16 persen atas dasar harga konstan atau senilai Rp 248 milyar,dengan pertumbuhan 5,17 persen atas dasar harga berlaku dan 0,01 persen atas dasar harga konstan.
Sub kategori perkebunan sampai sekarang masih mengandalkan tanaman kelapa, tanaman tebu dan karet. Kelapa yang tumbuh hampir merata di wilayah Kabupaten Sragen kecuali Kecamatan Plupuh dan Sragen yang populasinya relatif kecil. Sedangkan untuk tanaman tebu, ada 6 kecamatan dengan luas lahan cukup luas (>450 Ha), yaitu Jenar, Tangen, Sambungmacan, Mondokan, Gondang dan Gesi, sedangkan Kecamatan lainnya relatif masih kecil (<450 Ha). Total luas areal tebu  di Sragen tahun 2015 sekitar adalah 8.687,7 Ha dengan produksi tebu sekitar 557 ribu ton. Untuk kelapa, luas arealnya sekitar 796 ribu Ha di tahun 2015 dengan produksi sekitar 22,4juta butir kelapa.Tanaman tebu dan kelapa terdapat di semua kecamatan. Sedangkan karet, luas arealnya sekitar 921,9 Ha (milik PTPN) dan dapat menghasilkan 685.384 kg latek.
Jenis tanaman perkebunan lainnya di Kabupaten Sragen belum diusahakan secara optimalsehingga masih rendahnya produksi komoditi perkebunan dan belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan, mengingat masih luasnya lahan perkebunan yang masih dapat ditanami jenis komoditas lainnya misalnya jenis tanaman kapok randu, wijen, cengkeh, kopi dan tembakau.
3.1.1.4 Sub Kategori Peternakan 

Jika memperhatikan potensi sumber daya alam di Kabupaten Sragen, sebenarnya peluang untuk pengembangan berbagai macam usaha ternak besar maupun ternak kecil sangat terbuka luas, tetapi sampai saat ini potensi peternakan belum optimal. Andil sub kategori peternakan terhadap PDRB Kabupaten Sragen cukup besar, menempati urutan kedua dalam kategori pertanian, kehutanan dan perikanan setelah tanaman pangan yaitu sebesar2,98persen atas dasar harga berlaku dengan nilai Rp. 813,1 milyardan2,95 persen atas dasar harga konstan, atau senilai Rp. 631,9 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 8,78 persen atas dasar harga berlaku dan 4,36 persen atas dasar harga konstan.
Tabel: 1.7.  Populasi Ternak Kabupaten Sragen Tahun 2013-2015

	JENIS KOMODITI
	2013
	2014
	2015

	
	JML
	DI PTG
	JML
	DI PTG
	JML
	DI PTG

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	1. Sapi Potong
	82.773
	7.690
	86.541
	7.290
	86.620
	7.279

	2. Kambing
	73.324
	32.611
	71.306
	32.975
	74.361
	40.940

	3. Domba
	73.452
	40.504
	73.495
	42.352
	73.542
	44.297

	4. Ayam Buras
	748.425
	-
	759.055
	-
	759.068
	-

	5. Ayam Ras
	4.235.060
	3.731.653
	4.235.988
	3.743.514
	4.257.167
	3.757.208

	6. I t i k
	35.120
	122.182
	35.383
	130.333
	35.559
	138.291

	7. Puyuh
	47.361
	-
	47.397
	-
	47.437
	-

	
	
	
	
	
	
	


Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, 2015
3.1.1.5.  Sub Kategori Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar.Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan).Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu.
Sub kategorijasa pertanian dan perburuan di Kabupaten Sragen tahun 2015 memberikan andil yang tidak terlalu besar terhadap PDRB Kabupaten Sragen, yakni 0,35 persen atas dasar harga berlaku atau senilai Rp 95,07 milyar dan 0,35 persen atas dasar harga konstan atau senilai Rp. 75,9 milyar,dengan pertumbuhan 3,65 persen atas dasar harga berlaku dan 2,05 persen atas dasar harga konstan.
3.1.2 Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu

Selain hutan negara yang ada di beberapa Kecamatan antara lain Jenar,Tangen, Sumberlawang, Gesi, Sukodono, Sambirejo dan Miri sebenarnya wilayah Kabupaten Sragen juga cocok dan cukup potensial untuk pengembangan hutan rakyat dikarenakan hutan negara  tidak/kurang produktif lagi sehingga kurang mampu meningkatkan output di sub kategori kehutanan dan penebangan kayu.

Dari kategoriPertanian, Kehutanan dan Perikanan, sub kategori kehutanan dan penebangan Kayu memberikan andil terkecil berdasarkan potensi ekonomi hutan komersial yaitu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sragen pada tahun 2015 sebesar 0,18 persen atas dasar harga berlaku atau senilai Rp 47,8 milyar dan 0,14 persen atas dasar harga konstan  atau senilai Rp 30,5 milyardengan pertumbuhan sebesar 7,02  persen atas dasar harga berlaku dan minus 6,79 persen atas dasar harga konstan.
Memperhatikan andil yang terasa kecil tersebut usaha pengembangan hutan rakyat masih dapat dilakukan termasuk pemanfaatan lahan bawah tegakan sehingga masyarakat yang tinggal dipinggiran kawasan hutan negara khususnya dan masyarakat secara umum dapat meningkat pendapatannya. Tercatat luas hutan lindung di Kabupaten Sragen hanya sebesar 54,50 Ha, hutan produksi sebesar 5.177,65 Ha hutan negara sebesar 5.334,63 Ha sedangkan hutan rakyat sebesar 21.974,99 Ha.
Untuk diketahui selain bermanfaat sebagai fungsi produksi/ekonomi yaitu penghasil kayu, hutan ternyata mempunyai manfaat lain yang tidak kalah pentingnya yaitu:

1. Fungsi ekologi : menjaga kelestarian lingkungan seperti penyerap gas karbon, penghasil oksigen, pengatur sistem tata air, kontrol iklim (suhu dan kelembaban udara), sumber plasma nutfah.

2. Fungsi sosial budaya: hutan sebagai pusat pendidikan dan penelitian, hutan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat (peluang usaha dan lapangan kerja), hutan sebagai tujuan wisata (ekowisata).

Untuk tetap menjaga kelestariannya, pemanfaatan hutan dari aspek ekologi dan sosial budaya mempunyai peran penting dalam kehidupan sehingga aspek tersebut perlu menjadi perhatian, walaupun fungsi ini belum bisa dihitung rupiahnya untuk sumbangan PDRB Kabupaten Sragen.

3.1.3 Sub Kategori Perikanan

Selama ini sub kategori perikanan di Kabupaten Sragen lebih banyak disumbang dari Kecamatan Sumberlawang dan Miri karena berdekatan dengan genangan Waduk Kedungombo, terutama jenis ikan nila merah dan ikan mas, namun demikian kecamatan lainnya berpotensi pula terutama jenis perikanan darat misalnya ikan lele, gurameh atau mujahir. 

Pada tahun 2015 nilai tambah yang diperoleh dari sub kategoriperikanan adalah sebesar Rp. 419,2 milyar atas dasar harga berlaku dan Rp. 300,4 milyar atas dasar harga konstan dengan andil terhadap PDRB Kabupaten Sragen sebesar 1,54 persen atas dasar harga berlaku dan 1,40 persen atas dasar harga konstan, dengan laju pertumbuhan sebesar 11 persen atas dasar harga berlaku dan 6,27 persen atas dasar harga konstan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa potensi perikanan utama di Kabupaten Sragen adalah Kecamatan Sumberlawang dan Miri, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel: 1.8.  Produksi Perikanan Kabupaten SragenTahun 2015

	Produksi Ikan (Kg)
	Kecamatan

	
	Miri
	Sumberlawang
	Kecamatan Lain
	Jumlah

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. Gabus
	23.268
	32.553
	72.310
	128.131

	2. Lele
	217.538
	163.606
	2.728.692
	3.109.836

	3. Mujaher
	81.742
	120.814
	136.175
	338.731

	4. Ikan  Mas
	133.030
	195.424
	506.172
	834.626

	5. Tawes
	18.928
	28.951
	57.853
	105.732

	6. Gurameh
	40.311
	0
	347.305
	387.616

	7. Nila Merah
	274.503
	439.229
	19.956.339
	20.670.071

	8. Belut
	186
	1.506
	5.026
	6.718

	9. Katak
	164
	1.329
	4.518
	6.011

	10. Ikan Lain
	16.870
	24.533
	28.697
	70.100

	11. Patin
	104.429
	58.630
	368.207
	531.266

	Jumlah
	910.969
	1.066.575
	24.211.294
	26.188.838


Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, 2015
3.2. Pertambangan dan Penggalian

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, di Kabupaten Sragen hanya ada kegiatan pada sub kategoriPertambangan dan Penggalian lainnya sehingga pada sub kategori ini memiliki peranan sebesar 2,96 persen terhadap PDRB Kabupaten Sragen pada tahun 2015. Dari tahun ke tahun Kategori  Pertambangan dan Penggalian terus menunjukkan laju pertumbuhan positif yaitu dari sebesar 4,38 persen pada tahun 2011, kemudian meningkat menjadi sebesar 6,80 persen pada tahun 2012 selanjutnya meningkat lagi menjadi sebesar 7,06 persen, sementara untuk  pada tahun 2014 sedikit mengalami perlambatan menjadi sebesar 6,99 persen dan tahun 2015 tercatat sebesar 6,27 persen.

Kabupaten Sragen untuk Kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub kategori Batubara dan lignit dan sub kategori Pertambangan Bijih Logam tidak ada kegiatan. Pertambangan dan Penggalian yang ada di Kabupaten Sragen sebagian besar adalah penggalian golongan C antara lain penggalian batu kali, batu, pasir, grosok sirtu, dan tanah urug.Sumbangan yang kecil ini karena yang di eksploitasi saat ini baru galian golongan C, padahal galian ini sumber daya alamnya sudah mulai menipis, bahkan sudah sangat susah didapat jika pada musim kemarau khususnya pasir kali, karena cadangan yang terkandung di aliran-aliran sungai sudah menipis adanya.

Jenis bahan tambang dan galian yang terkandung di wilayah Kabupaten Sragen belum banyak dieksploitasi secara optimal, menurut buku Sumber Daya Alam Kabupaten Sragen yang diterbitkan oleh Bappeda, Sragen diperkirakan mempunyai cadangan cukup besar khususnya batu gamping dan andesit dan mempunyai potensi  yang cukup tinggi. Sedangkan jenis galian lain yang cukup potensial dalam kondisi terukur, terindikasi dan cadangan tersebar di daerah sesuai dengan potensinya antara lain :
Tanah Urug
: 
Kecamatan Miri,  Gesi,  Tangen, Jenar, Sambungmacan.

Batu gamping
: 
Kecamatan Jenar, Tangen, Sukodono 

Andesit
: 
Kecamatan Plupuh, Masaran, Kedawung, Sambirejo

Diatome    
: 
Kecamatan Gemolong.

Bentonite     
: 
Kecamatan Gemolong, Sumberlawang, Tanon , Tangen

Trass               
:  Kecamatan Gesi 

Pasir/Batu      

:  Kecamatan Ngrampal, Sambungmacan, Kedawung.

Pasir                
: Kecamatan  Plupuh, Masaran, Sidoharjo, Ngrampal, Sambungmacan, Sukodono.

Sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), bahan galian golongan C memberikan sumbangan yang relatif masih kecil. Pada tahun 2015 tercatat PAD yang diperoleh dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C melampaui target, dari target Rp. 800 juta, terealisasi sebesar Rp. 1,459 milyar. Kendala dilapangan adalah pemanfaatan dan pengelolaannya galian golongan C belum sesuai apa yang diharapkan, karena banyaknya penambang-penambang liar yang tidak mempunyai SIPD, sehingga pemasukan untuk PAD relatif kurang bisa diharapkan disamping itu didalam eksploitasinya mereka kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tabel  1.9.  Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB 
Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2010-2015
	
	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Pertambangan Batubara dan Lignit
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Pertambangan Bijih Logam
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Industri Pengolahan
Konsep atau definisi industri pengolahan yang digunakan dalam penghitungan PDRB mengacu pada konsep dan definisi yang telah dibakukan.Industri adalah suatu unit produksi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan baku/bahan mentah) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Menurut Kementrian Perindustrian (tahun 2012) industri di kelompokkan atau di golongkan menjadi tiga, yaitu:
1. Industri Besar

2. Industri Menengah, dan

3. Industri Kecil dan atau Mikro.

Sedangkan menurut jumlah tenaga kerjanya industri dapat digolongkan menjadi empat, yaitu : 

	1. Industri besar
	:
	Adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja paling sedikit 100 orang.

	2. Industri sedang
	:
	Adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 20 - 99 orang.

	3. Industri kecil
	:
	Adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 5 - 19 orang.

	4. Industri rumah tangga
	:
	Adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 1 - 4 orang.


Pada Kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 76,77 persen pada tahun 2015.Peranan terbesar berikutnya Industri Tekstil dan Pakaian Jadi sebesar 9,77 persen diikuti oleh Industri Pengolahan Tembakau 5,71 persen kemudian Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 2,60 persen. Industri Mesin dan perlengkapannya menyumbang peranan sebesar 1,62 persen, industri furniture menyumbang peranan sebesar 1,01 persen. Sedangkan industri-industri lainnya hanya menyumbang peranan dibawah satu persen.
	Tabel 1.10  Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB 
Kategori Industri Pengolahan (Persen), 2010-2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	

	
	
	
	
	
	
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1
	Industri Batubara dan Pengilangan Migas
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2
	Industri Makanan dan Minuman
	74,83
	77,07
	74,85
	73,74
	75,28
	76,77

	
	3
	Industri Pengolahan Tembakau
	5,81
	4,98
	5,79
	5,75
	6,12
	5,71

	
	4
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
	10,57
	9,78
	10,96
	11,94
	10,43
	9,77

	
	5
	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
	0,18
	0,17
	0,19
	0,21
	0,21
	0,20

	
	6
	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
	3,09
	2,72
	2,54
	2,65
	2,64
	2,60

	
	7
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 
	0,15
	0,12
	0,11
	0,10
	0,09
	0,09

	
	8
	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
	0,54
	0,55
	0,63
	0,60
	0,59
	0,58

	
	9
	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
	0,19
	0,18
	0,19
	0,18
	0,17
	0,15

	
	10
	Industri Barang Galian bukan Logam
	0,99
	0,96
	1,07
	1,02
	0,90
	0,85

	
	11
	Industri Logam Dasar
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	12
	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
	0,50
	0,47
	0,52
	0,59
	0,56
	0,49

	
	13
	Industri Mesin dan Perlengkapan 
	1,81
	1,73
	2,03
	1,97
	1,83
	1,62

	
	14
	Industri Alat Angkutan
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	15
	Industri Furnitur
	1,13
	1,06
	0,92
	1,07
	1,01
	1,01

	
	16
	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,15

	
	Industri Pengolahan
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Keberadaan Industri di Kabupaten Sragen selama ini tidak merata. Industri besar/sedang khususnya tekstil dan makanan berada di Kecamatan Sidoharjo,  Masaran, Sambungmacan dan Gondang. Di Kecamatan Sragen terdapat pabrik gula dan pabrik rokok.  Sedangkan untuk industri kecil/rumah tangga lebih banyak terdapat di Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Masaran, Karangmalang, Tanon, Gemolong, Sukodono dan Gesi.
Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2015 adalah sebesar 8,05 persen, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri makanan dan minuman yaitu sebesar 9,00 persen. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalahIndustri pengolahan tembakau dan Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, yaitu sebesar 8,99 persen dan 8,47 persen. Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Sragen terutama disebabkan oleh kenaikan output industri terutama output dari sub kategori industri makanan dan minuman.

Gambar 1.5 
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan 
(Persen), 2011-2015
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3.4.  Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,12 persen terhadap perekonomian Kabupaten Sragen pada tahun 2015. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 99,41 persennya disumbangkan oleh lapangan usaha Ketenagalistrikan, dan 0,59 persen oleh Pengadaan Gas dan Produksi Es. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2015 adalah sebesar -3,78 persen. Lapangan usaha Pengadaan Gas dan Produksi Es mengalami pertumbuhan lebih tinggi sebesar 6,93 persen, sedangkan lapangan usaha Ketenagalistrikan mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -3,82 persen. 
	Tabel  1.11 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB
Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2010-2015

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1
	Ketenagalistrikan
	99.63
	99.60
	99.56
	99.50
	99.45
	99.41

	
	2
	Pengadaan Gas dan Produksi Es
	0.37
	0.40
	0.44
	0.50
	0.55
	0.59

	
	Pengadaan Listrik dan Gas
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Grafik 1.6
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2011-2015
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3.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan penditribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Sragen selama tahun 2010-2015 sebesar 0,06 persen untuk tahun 2015 dan 2014, pada tahun 2013 dan 2012 sebesar 0,07 persen, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 0,08 dan 0,1 persen.
Grafik 1.7
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Persen), 2011-2015
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Sementara laju pertumbuhan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2015 mencapai 1,76 persen. Bila dibandingkan tahun 2014 maka pertumbuhan kategori ini melambat di tahun 2015. Namun bila dibandingkandengan Konstraksi pertumbuhan yang terjadi selama tahun 2011-2013 telah terjadi kenaikan. Kontraksi tahun 2011-2013 terjadi karena peningkatan produksi air yang disalurkan tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran biaya antara proses produksi dan distribusi air bersih.
Tabel: 1.12  Jumlah Pelanggan PDAM Di Kabupaten Sragen Tahun 2010 – 2015

	T A H U N
	Jumlah Pelanggan (KK) 
	Air yang Disalurkan (M3)

	2010
	36.428
	10.313.930

	2011
	38.813
	10.653.522

	2012
	39.750
	11.760.337

	2013
	49.411
	12.512.421

	2014
	53.806
	15.108.011

	2015
	50.827
	15.229.666


 Sumber : PDAM SRAGEN

3.6.  Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Pada tahun 2015 kategori konstruksi menyumbang sebesar 6,77 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kabupaten Sragen tercatat mengalami peningkatan dari 5,12 persen pada tahun 2014 menjadi 5,94 persen pada tahun 2015.
Grafik 1.8
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi (Persen), 2011-2015
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3.7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selalu menyumbang kontribusi di atas 19 persen terhadap perekonomian Kabupaten Sragen. Pada tahun 2015, kategori ini memberi kontribusi sebesar 19,11 persen yang terbagi dalam lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran bukan mobil dan motor yang menyumbang sebesar 15,51 persen (konstribusi terhadap kategori ini sebesar 81,17 persen) dan lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya menyumbang 3,60 persen (konstribusi terhadap kategori ini sebesar 18,83 persen). Besarnya kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dipicu oleh posisi Kabupaten yang merupakan jalur strategis yang dilewati masyarakat menuju propinsi Jawa Timur, selain itu banyaknya industri baik itu industri besar, sedang maupun kecil menyebabkan banyak produk yang dihasilkan beredar di Kabupaten Sragen.
	Tabel  1.13  Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2010-2015

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1
	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
	18,08
	18,01
	19,27
	19,95
	19,03
	18,83

	
	2
	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
	81,92
	81,99
	80,73
	80,05
	80,97
	81,17

	
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Grafik 1.9
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha  Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2011-2015
[image: image10.png]10

8.61

yun

1.52

2011 2012 2013 2014 2015





3.8. Transportasi dan Pergudangan 

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan Selama 5 tahun terakhir Lapangan usaha Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 94,98 persen pada tahun 2015. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurirsebesar 3,23 persen dan Angkutan Rel sebesar 1,69 persen pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen atau mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,44 persen. Sedangkan untuk tahun 2013, 2012 dan 2011 laju pertumbuhan pada kategori ini masing-masing tercatat sebesar 9,55 persen, 8,51 persen dan 5,97 persen.Kategori Transportasi dan Pergudangan pertumbuhannya mengalami perlambatan karena kenaikan jumlah fasilitas yang mendukung transportasi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cenderung melambat.
	Tabel  1.14  Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB 
Kategori Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2010-2015

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1
	Angkutan Rel
	1,24
	1,15
	1,29
	1,18
	1,45
	1,69

	
	2
	Angkutan Darat
	95,96
	95,74
	95,39
	95,49
	95,37
	94,98

	
	3
	Angkutan Laut
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	4
	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
	0,11
	0,11
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09

	
	5
	Angkutan Udara
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	6
	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir
	2,69
	3,00
	3,22
	3,22
	3,08
	3,23

	
	Transportasi dan Pergudangan
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Grafik 1.10
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha  Transportasi dan Pergudangan  (Persen),Tahun 2011-2015
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Meskipun kategoripengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi relatif kecil terhadap total PDRB namun berperan cukup penting terhadap kelancaran kegiatan perekonomian Kabupaten Sragen khususnya terutama dalam kelancaran distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jumlah kendaraan bus, pick up dan truck yang wajib uji meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah bus mencapai 884 buah, jumlah pick up mencapai 7.629 buah dan jumlah truck sebanyak 5.850 buah.

Demikian juga dengan jumlah armada angkutan barang dan angkutan penumpang selalu meningkat setiap tahun. Jumlah armada angkutan barang pada tahun 2015 sebanyak 1.230 buah yang dikelola oleh 85 unit usaha. Sedangkan jumlah armada angkutan penumpang sebanyak 651 buah yang dikelola oleh 94 unit usaha. Jumlah sarana penunjang transportasi seperti terminal, sub terminal, stasiun kereta api,yang ada di Sragen masih sama selama tiga tahun terakhir sedangkan agen biro perjalanan bertambah 3 unit dan  jasa ekspedisi juga bertambah 1 unit.
Tabel  1.15 Banyaknya Sarana Transportasi di Kabupaten Sragen
Tahun 2013 – 2015

	No
	Jenis
	2013
	2014
	2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Bus
	776
	831
	884

	2
	Pick Up
	4.722
	6.720
	7.629

	3
	Truck
	4.813
	5.419
	5.850

	4
	Terminal
	3
	3
	3

	5
	Sub Terminal
	9
	9
	9

	6
	Stasiun Kereta Api
	7
	7
	7

	7
	Agen/biro Perjalanan
	66
	66
	69

	8
	Ekspedisi
	5
	5
	1

	9
	Perusahaan Angkutan
	
	
	

	
	a. Angkutan Barang
	74
	86
	85

	
	b. Angkutan Penumpang
	109
	97
	94

	10
	Jumlah Armada
	
	
	

	
	a. Angkutan Barang
	234
	278
	1.230

	
	b. Angkutan Penumpang
	564
	633
	651


Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sragen

3.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  

Pada tahun 2015, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sragen sebesar 2,85 persen. Dari nilai tersebut, lapangan usaha Penyediaan Makan Minum memberi kontribusi sebesar 99,21 persen dan sisanya sebesar 0,79 persen disumbangkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi. 
Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 6,76 persen pada tahun 2015.Dimana untuk laju pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi tercatat sebesar 4,45 persen dan laju pertumbuhan lapangan usaha penyedia makan dan minum sebesar 6,77 persen. Meskipun demikian, laju pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat tumbuh sebesar 8,25 persen. Sedangkan untuk laju pertumbuhan tahun 2011 – 2013 masing-masing tercatat sebesar 4,78 persen untuk tahun 2011, 5,89 persen untuk tahun 2012 dan untuk tahun 2013 tercatat tumbuh sebesar 2,36 persen.

Tabel  1.16 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB 
Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2010-2015

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Penyediaan Akomodasi


	0.55
	0.62
	0.73
	0.83
	0.83
	0.79

	2
	Penyediaan Makan Minum
	99.45
	99.38
	99.27
	99.17
	99.17
	99.21

	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Grafik 1.11
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), Tahun 2011- 2015
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3.10. Informasi dan Komunikasi   

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Sragen selama tahun 2010-2015 sebesar 1,24 persen, 1,19 persen, 1,16 persen, 1,11 persen, 1,12 persendan 1,10 persen. Jika dilihat dari laju pertumbuhan, kategori ini selalu menunjukkan pertumbuhan diatas 8 persen, yaitu sebesar 9,01  persen pada tahun 2011, 10,34 persen pada tahun  2012, 8,12 persen pada tahun 2013, dan pada  tahun 2014 meningkat menjadi 18,12 persen sedangkan pada tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 10,56 persen.

Grafik 1.12
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (Persen),Tahun 2011- 2015
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3.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi menyumbang kontribusi sebesar 2,74 persen terhadap PDRB Kabupaten Sragen pada tahun 2015. Sementara lapangan usaha jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Pada tahun 2015, kontribusi lapangan usaha Jasa Perantara Keuangan mendominasi dengan angka76,23 persen terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Penyumbang terbesar berikutnya adalah lapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya yaitu sebesar 22,43 persen, Asuransi dan Dana Pensiun memberi sumbangan sebesar 1,33 persen, dan terakhir adalah Jasa Penunjang Keuangan dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sekitar 0,01 persen.

Laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,71 persen atau mengalami sedikit perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 7,08 persen. Untuk tahun 2012 dan 2013 tercatat sebesar 3,72 persen sedangkan untuk tahun 2011 pertumbuhan kategori ini tercatat sebesar 3,60 persen.

	Tabel  1.17  Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB 
Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), Tahun 2010-2015

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015**

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1
	Jasa Perantara Keuangan
	81,20
	79,82
	79,53
	78,45
	77,49
	76,23

	
	2
	Asuransi dan Dana Pensiun
	1,08
	1,06
	1,12
	1,20
	1,28
	1,33

	
	3
	Jasa Keuangan Lainnya
	17,71
	19,12
	19,34
	20,34
	21,23
	22,43

	
	4
	Jasa Penunjang Keuangan
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	100,00
	100.0
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Grafik 1.13
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen),Tahun 2011- 2015
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3.12. Real Estate

Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Sragen dengan peranan sekitar 0,8 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estat selama tahun 2010-2015 sebesar 0,94 persen,0,88 persen, 0,87 persen, 0,87 persen, 0,89 persendan 0,89 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup stabil dengan pertumbuhan selalu diatas 5 persen.Laju pertumbuhan dari tahun 2011-2014 adalah 5,87 persen, 6,69 persen, 9,09 persen, 7,83 persendan pada tahun 2015 Laju pertumbuhan ekonomi kategori real estate mengalami sedikit perlambatanmenjadi sebesar 7,19 persen.
Grafik 1.14
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Real Estate (Persen), 

Tahun 2011- 2015
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3.13. Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,37 persen pada tahun 2011 dan 2012, menjadi 0,38 persen, 0,38 persen pada tahun 2013 dan 2014, dan sedikit meingkat menjadi 0,39 persen untuk tahun. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Sragen. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2015tercatat sebesar 8,51 persen, tahun 2013 dan 2014sebesar 8,98 persen sedangkan pada tahun 2012 sebesar 6,70 persen dan pada tahun 2011 sebesar 8,82 persen.

Grafik 1.15
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (Persen), 

Tahun 2011- 2015
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3.14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2010-2015 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 2,77 persen, 2,51 persen, 2,52 persen, 2,44 persen, 2,36 persendan 2,30 persen. Laju pertumbuhan kategori ini dari tahun ke tahun selalu positif yaitu dari 1,60 persen di tahun 2011 mengalami perlambatan pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,10 persen sedangkan pada tahun 2013 sedikit mengalami kenaikan menjadi 2,43 persen, kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi 0,84 persen dan selanjutnya mengalami pengingkatan menjadi 4,21 persen pada tahun 2015.

Grafik 1.16
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Persen),  Tahun 2011- 2015
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3.15. Jasa Pendidikan

Kontribusi kategori Jasa Pendidikan terhadap perekonomian Kabupaten Sragen pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,24 persen, tahun 2014 sebesar 4,30 persen, tahun 2013 sebesar 4,09 persen, tahun 2012 sebesar 3,88 persen dan pada tahun 2011 tercatat sebesar 3,36 persen. Dengan menggunakan penghitungan data PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Sragen pada tahun 2015 tercatat tumbuh sebesar 7,58 persen atau mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat tumbuh sebesar 11,18 persen. Sementara untuk tahun 2013 laju pertumbuhan kategori jasa pendidikan tercatat tumbuh sebesar 7,63 persen.
Pertumbuhan sektor ini sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pondok pesantren dan pendidikan informal serta pengeluaran pemerintah pusat dan daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sragen. Kuota anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah sebesar 20 persen dari APBN/APBD ditengarai turut mendorong pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor pendidikan.

Grafik 1.17
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (Persen), Tahun 2011- 2015
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3.16. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2015  kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Sragen tercatat sebesar 0,75 persen. Selama tahun 2011-2015 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 0,69 persen untuk tahun 2011, 0,74 persen (2012), 0,74 persen (2013), 0,75 persen (2014) dan 0,75 persen untuk tahun 2015. Dilihat dari laju pertumbuhannya,pada tahun 2015 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,08 persen. Sedangkan laju pertumbuhan untuk tahun 2011 – 2014 masing-masing tercatat sebesar 7,92 persen (2011), 7,90 persen (2012), 6,29 persen (2013) dan meningkat menjadi 10,16 persen pada tahun 2014.
Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2015 relatif memadai dengan perincian RS umum sebanyak 7 unit, RS khusus sebanyak 4 unit, RS bersalin sebanyak 28 unit, puskesmas sebanyak 25 unit, puskesmas pembantu sebanyak 61 unit, balai pengobatan sebanyak 57 unit, dan apotek sebanyak 76 unit. Jumlah tenaga dokter sebanyak 124 orang yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.  Sedangkan jumlah bidan di Kabupaten Sragen mencapai 382 orang yang tersebar di seluruh kecamatan/desa.
Grafik 1.18
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial(Persen), Tahun 2011- 2015
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3.17. Jasa Lainnya 

Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.
Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Sragen relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2011-2015 sebesar 1,62 persen (2011), 1,53 persen (2012), 1,58 persen (2013), 1,63 persen(2014) dan 1,58 persen untuk tahun 2015. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama tahun 2011-2015, yaitu 2,00 persen (2011), 3,13 persen (2012), 10,01 persen (2013), 8,57 persen(2014) dan untuk tahun 2015 tercatat sebesar 4,08 persen.
Salah satu penggerak pertumbuhan sektor jasa lainnya adalah tempat rekreasi dan hiburan. Tempat rekreasi dan hiburan yang terkenal di Sragen ada 4 obyek wisata yaitu pemandian air hangat Bayanan, Museum Sangiran, Gunung Kemukus dan Kolam Renang Kartika. Perkembangan jumlah pengunjung dan pendapatan karcis masuk adalah sebagai berikut:

	Tabel  1.18  Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Obyek Wisata 
Kabupaten Sragen, 2014-2015



	Uraian
	Pengunjung
	Pendapatan (juta Rp)

	
	2014
	2015
	2014
	2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Pemandian air hangat Bayanan
	23.968
	57.302
	99,6
	100,1

	
	2
	Museum Sangiran
	227.131
	262.310
	1.218,8
	1.392,0

	
	3
	Gunung Kemukus
	38.594
	30.815
	191,6
	150,0

	
	4
	Kolam Renang Kartika
	65.837
	70.517
	299,7
	290,3

	
	
	
	
	
	
	


Grafik 1.19
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya (Persen), 

Tahun 2011- 2015
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2.4.1 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG
DIHADAPI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN 

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi kedepan perlu mendapat perhatian. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang dighadapi antara lain :

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Kurangnya ketersediaan air bersih dan drainase
3. Belum optimalnya peningkatan investasi
4. Belum optimalnya revitalisasi pertanian dalam arti luas
5. Masih terbatasnya peningkatan daya saing industri kecil
6. Belum optimalnya peningkatan pengelolaan BUMN/UPTD
7. Belum optimalnya perbaikan iklim ketenagakerjaan.
8. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan dan andalan daerah.
9. Sebagian infrastruktur perhubungan dan transportasi banyak yang sudah rusak.
10. Belum optimalnya penyelenggaraan clean goverment dan good governance.
11. Rendahnya pengelolaan SDA beserta hasilnya.
12. Belum optimalnya pemerataan akses pelayanan pendidikan dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal.
13. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya untuk penduduk miskin.
14. Belum optimalnya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
D.  STRUKTUR ORGANISASI 

Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Sragen terdiri dari :

1. Bupati

2. Wakil Bupati

3. Staf Ahli Bupati

4. Sekretariat Daerah

5. Sekretariat DPRD

6. Inspektorat Daerah

7. Dinas Daerah
Dinas Daerah terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan;

2) Dinas Kesehatan;

3) Dinas Pekerjaan Umum;

4) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM;

5) Dinas Sosial;

6) Dinas Pertanian;

7) Dinas Peternakan dan Perikanan;

8) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah;

11) Dinas Perdagangan;

12) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;

13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

14) Dinas  Kehutanan dan Perkebunan.
8. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor.

a. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri :

1). Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah;

2). Badan Kepegawaian Daerah;

3). Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;

4). Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;

5). Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;

6). Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan;

7). Badan Lingkungan Hidup;
8). Badan Pelaksana Penyuluhan;
9). Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah.

b. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri :

1). Kantor Ketahanan Pangan

2). Kantor Perpustakaan Daerah ; 

3). Kantor Pengelola Data Elektronik ;

4). Kantor Arsip dan Dokumentasi.

9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro

10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno
11. Kecamatan

12. Kelurahan

Bagan Struktur Organisai Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:




Jumlah PNSD sampai dengan Desember 2016 sebanyak 11.327 orang, turun sebesar 4,09 % dari tahun 2015 sejumlah 11.736 orang. Keberadaan PNS tersebut terbesar ada pada golongan III (tiga) sejumlah 4.759 orang atau turun sebesar 0,64 % dibandingkan tahun 2015 sejumlah 4.823 orang ,diikuti golongan IV (empat) sejumlah 4.224 orang atau turun sebesar 3,61 %  dari tahun 2015 sejumlah 4.585 orang, diikuti golongan II sejumlah 2.111 orang atau naik sebesar 0,33 % dari tahun 2015 sejumlah 2.078 orang dan golongan  I  masih tetap sejumlah 250 sama dengan tahun 2015.

Rincian jumlah PNS berdasarkan golongan/ruang,  jenis kelamin dan jenjang pendidikan masing-masing dapat di lihat pada Tabel dibawah : 

Tabel 1.19
Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Per  Desember 2016
	No
	GOL
	JML

	1
	IVd
	3

	
	IVc
	51

	
	IVb
	305

	
	IVa
	3885

	
	Jumlah IV
	4.224

	2
	IIId
	986

	
	IIIc
	1.248

	
	IIIb
	1.326

	
	IIIa
	1.199

	
	Jumlah III
	4.759

	3
	IId
	493

	
	IIc
	861

	
	IIb
	387

	
	IIa
	370

	
	Jumlah II
	2.111

	4
	Id
	69

	
	Ic
	117

	
	Ib
	14

	
	Ia
	13

	
	Jumlah I
	213

	Total
	11.327


Sumber data : BKD Kabupaten Sragen,2016.
Tabel 1.20

Data Pegawai Berdasarkan Golongan  & Jenis kelamin

Per  Desember 2016

	No
	GOLONGAN
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	JML

	1.
	Golongan I
	201
	12
	213

	2.
	Golongan II
	1.210
	901
	2.111

	3.
	Golongan III
	2.316
	2.441
	4.757

	4.
	Golongan IV
	2.190
	2.056
	4.246

	Total
	5.917
	5.410
	11.327


Sumber data : BKD Kabupaten Sragen,2016.
Keberadaan PNS berdasarkan jenis kelamin dengan rincian PNS laki-laki sejumlah 5.917 orang dan PNS perempuan sejumlah 5.410 orang. 
Tabel 1.21
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Per  Desember 2016
	NO
	PENDIDIKAN
	JUMLAH

	1
	S3
	2

	2
	S2
	901

	3
	S1
	6.797

	4
	D.IV
	126

	5
	D.III
	978

	6
	D.II
	275

	7
	D.I
	98

	8
	SLTA
	1.432

	9
	SMK
	275

	10
	SLTP
	277

	11
	SLTP Kejuruan
	12

	12
	SD
	169

	TOTAL
	11.327


Sumber data : BKD Kabupaten Sragen,2016.

Keberadaan PNS berdasarkan jenjang pendidikan terbesar ada pada PNS yang berpendidikan Strata 1 (S1) sejumlah 6.797 sedangkan PNS terkecil ada pada PNS yang berpendidikan Strata 3 (S3) sejumlah 2 orang.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj.IP

Penyajian LKj.IP Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016 berdasarkan Sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi
B. Fungsi Strategis  Pemerintah Kabupaten Sragen
C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen
D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian LKj IP

II. PERENCANAAN KINERJA 

A. Perencanaan Kinerja
B. Perjanjian Kinerja
III.AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.
B. Realisasi Anggaran

IV. PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.
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